BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai manajemen bahaya dan risiko di
bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans menggunakan metode
HIRADC dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan manajemen bahaya dan risiko di bengkel perawatan dan
perbaikan Batik Solo Trans belum sesuai dengan Peraturan Menteri No. 85
Tahun 2018. Perusahaan belum melaksanakan identifikasi, penilaian dan

pengendalian risiko di tiap kegiatan perawatan dan perbaikan bus.

2. Penilaian bahaya dan risiko dibagi menjadi 3 kategori yaitu Rendah (Low),
Sedang (Medium), Tinggi (High). Identifikasi potensi bahaya dan risiko di
bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans, terdapat 20 potensi

bahaya dan risiko dari 12 kegiatan

3. Kendala dalam pengimplemantisan penerapan manajemen bahaya dan
risiko di bengkel perawatan dan perbaikan Batik Solo Trans adalah belum
adanya bagian di dalam struktur organisasi perusahaan yang bergerak di
bidang keselamatan. Sehingga kurangnya perhatian terkait keselamatan di

perusahaan khususnya penerapan manajemen bahaya dan risiko.

V.2 Saran
1. Sebaiknya perusahaan dapat segera membentuk divisi khusus dalam
struktur organisasi yang bergerak di bidang keselamatan agar penerapan
manajemen bahaya dan risiko dapat segera diimplementasikan di
perusahaan dan dapat segera dilakukan pengendalian bahaya apabila

terdapat potensi-potensi bahaya.

2. Perusahaan perlu melakukan manajemen bahaya dan risiko secara
berkelanjutan agar potensi-potensi bahaya dapat dilakukan pengendalian
bahaya sebelum adanya kejadian kecelakaan akibat kegiatan di

perusahaan.
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3. Pihak manajemen Batik Solo Trans melakukan sosialisasi kepada seluruh
pegawai di Batik Solo Trans terkait pentingya keselamataan kerja di

terapkan di lingkup perusahaan angkutan umum.
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